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ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini atialintuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi
Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH)nbdlpaya Meningkatkan Akuntabilitas
Kelurahan Baadia Kota Baubau. Hasil dalam penelitd adalah pelaksanaan penyaluran dan
program keluarga harapan oleh Dinas Sosial Kotd8&audi Keluarahan Baadia, telah akuntabel, hal
ini dapat dilihat dalam proses yang dilakukan ddéhas Sosial Kota Baubau bahwa pada penyaluran
PKH Kelurahan Baadia telah sesuai dengan perafpeamndang-undangan yang berlaku sebagai
dasar acuan penyaluran PKH, serta terdapat pantuak pedoman PKH yang diikuti oleh Dinas
Sosial Kota Baubau pada Keluarahan Baadia. sefaidengan dipubliknya segala kegiatan sosial
yang oleh Kemetrial sosial, maka dapat disimpulgata bahwa penyaluiran PKH pelayanan sosial
lainya telah akuntabel

Kata Kunci : Sistem Informas Akuntans, Penyaluran PKH, Akuntabilitas.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the Accmgntnformation System for the Disbursement of the
Family Hope Program (PKH) Fund in an Effort to lease Accountability in Baadia Village, Baubau
City. The results in this study are the implemeatabf the distribution and program of the family o
hope by the Social Service of the City of BaubaBdadia Exit, has been accountable, this can be
seen in the process carried out by the Social Seref the City of Baubau that the distribution of
PKH in Baadia Village has complied with the preirail laws and regulations. applies as a reference
basis for PKH distribution, and there are guideknfr PKH guidelines which are followed by the
Baubau City Social Service at Baadia Exit. In aiddit with the publication of all social activities
carried out by the Ministry of Social Affairs, iae also be concluded that the distribution of PKH
other social services is accountable.

Keywords. Accounting Information System, PKH Distribution, Accountability.

1. PENDAHULUAN

Terwujudnya tujuan pemerintahan yang baik pun didgk melalui akuntabilitas
penanggungjawab pelaksana kegiatan (Alawiyyah, @04l7). Mekanisme akuntabilitas pada
pengelolaan dana program pengentasan kemiskinanypeuk dikelola dan diawasi dengan
benar untuk menghindari permasalahan dan mencegalihya penyimpangan (Alawiyyah

et al, 2017). Adanya pelaporan dan pertanggunghjawaebagai bentuk akuntabilitas pada
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pengelolaan dana sosial kemasyarakatan telah dihrpemerintah pada Perpres No. 29
Tahun 2014 yaitu tentang Sistem Akuntabilitas Kmémstansi Pemerintah.

Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik hetertindak dengan benar, berperilaku
etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya (@ayt19). Akuntabilitas memiliki peran
penting dalam praktik akuntansi untuk mewujudkamupahan dalam suatu organisasi
menjadi lebih baik, sebagaimana beberapa peneliintmengemukakan peran penting
akuntabilitas dalam perubahan suatu organisasiadelgbih baik.

Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PPKHKjumga perlu adanya
akuntabilitas yang menjadi sumber informasi penbagi masyarakat. Karena akuntabilitas
menunjukkan kejujuran dan ketepatan dalam pelaksepagram tersebut dan menunjukkan
keberhasilan tercapainya suatu program yang telaksdnakan. Dalam pelaksanaan sebuah
program, memang sudah diwajibkan untuk instgpsmerintah menginformasikan serta
melaporkan dilaksanakan tersebut untuk bisa temwya suatu pemerintahan yang baik.
Informasi Akuntansi adalah bagian utama dari semat yang dibutuhkan oleh para
eksekutif, karena data pembukuan diidentikkan dengdormasi keuangan. Kehadiran
Informasi Akuntansi yang tepat akan membantu p&seleitif dalam pertemuan untuk
memutuskan, mengawasi secara efektif dan efisiefarrhasi Akuntansi menunjukkan
bagaimana sistem seharusnya dalam menyelesaikhanldtansaksi dan penerimaan uang
dari transaksi sehingga kontrol transaksi dan pexaan uang dapat dikendalikan.

Kelurahan Baadia yang berada di Kota Baubau adsdddih satu kelurahan yang
sebagian besar masyaraktnya menerima bantuan Rrdgetuarga Harapan (PKH) yang
merupakan salah satu program pemerintah dalam rnasndg@miskinan di Indonesia. PKH
diatur dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2048 iglah mengalami perubahan menjadi
Peraturan Presiden No0.96 Tahun 2015, Program Kguddarapan adalah program
pemberian bantuan social bersyarat kepada Keludigign (KM) yang ditetapkan sebagai
keluarga penerima manfaat PKH.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti petmékva terdapat beberapa kendala
dalam Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan YR#ath Kantor Kelurahan Baadia
Kota Baubau diantaranya salah sasaran dalam pexsriRrogram Keluarga Harapan (PKH)
oleh Kantor Kelurahan Badia Kota Baubau, yang sefma menerima Dana Program
Keluarga Harapan (PKH) justru tidak menerima darktwapembagian Dana Program
Keluarga Harapan (PKH) sering terlambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fany Rahmawati (202hwa pelaksanaan Program

Keluarga Harapan Kota Surakarta telah memenuhitakilitas administratif versi Antonio
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Bar Cendon, namun akuntabilitas tersebut belum a&mpda indikator subjek urusan dalam
penanganan pemutakhiran data karena kurang cefsah geenanganan pemutakhiran data
sehingga masih terdapat KPM yang seharusnya sudi renerima bantuan tetapi pada
realisasinya masih menerima bantuan. Selain itanyal ketidak tepatan sasaran penerima
karena data yang diperoleh dari DTKS yang tidaka biubah karena pemberhentian
kepesertaan yang menjadi kewenangan pemangku Wwilaya

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gaarbanengenai sistem informasi
akuntansi penyaluran dana PKH di Kelurahan Baadita BBaubau. Jika sistem informasi
penyaluran dana dilakukan secara efektif dan efisieaka dapat mewujudkan sistem
penyaluran dana yang tepat sasaran, tepat waktu tejget jumlah sehingga dapat
meningkatakan akuntabilitas program penyaluran usantsosial dalam pengelolaan dana
demi mencapai tujuan program pemerintah dalam pgaggn kemiskinan yang pada
akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyaraka

Berdasarkan hasil dari fenomena yang dijelaskas@sli maka peneliti sangat tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul yaitoaksis Sistem Informasi Akuntansi
Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) rbaldpaya Meningkatkan
Akuntabilitas (Studi Kasus Pada Pelaksana Progratafga Harapan (PPKH) Dikelurahan
Baadia).

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Informasi Akuntansi
Yang dimaksud dengan sistem menurut Susanto (20daah bermacam-macam/kumpulan
dari setiap sub kerangka/ bagian/ bagian, baikk fisiaupun non-aktual yang saling
berhubungan satu sama lain dan bekerja sama sisras untuk mencapai tujuan tertentu.
Pengertian sistem menurut Susanto (2017) adaladrnliaki adalah konsekuensi dari
penanganan informasi yang memberikan arti pentiang mhanfaat. Kerangka kerja adalah
substansi yang terdiri dari setidaknya dua bagmmgybekerja sama satu sama lain untuk
mencapai tujuan. Kerangka kerja dipandang sebaagiab yang menjangkau jauh bukan
dalam subsistem atau subsistem. Dengan rekonskesingka kerja akan memperlancar
interaksi dengan mengurangi pengulangan (salimdajmasi yang berlebihan, penimbunan,
perincian dan siklus yang berbeda. Kerangka kerdirt dari berbagai bagian yang saling
berhubungan, yang menyiratkan bahwa mereka belgajaa untuk membentuk suatu
solidaritas. Bagian kerangka kerja dapat berupssisi@mn atau bagian kerangka Kkerja.

Kerangka kerja, terlepas dari seberapa kecil, aekansisten mengandung bagian atau
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subsistem. Sebuah kerangka kerja memiliki kuaditas sifat tertentu, yang memiliki bagian,
batas kerangka, iklim di luar kerangka, kontak, seminformasi, hasil dan tujuan atau

sasaran (Ramdani, 2013).

2.2. Akuntabilitas

2.2.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Halim (2014) akuntabilitas adalah kewajibamntuk  memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkarnadan tindakan seseorang/badan

hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada piaag ynemiliki hak atau berkewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2016) akuntabilitas adalah sebuah kéamji melaporkan dan
bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalaksanaan misi organisasi dalam
mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumny&glmenedia pertanggungjawaban yang
dikerjakan secara berkala.

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan t@hiiitas merupakan sebuah
kewajiban dalam memepertanggung jawabkan suaturlkeditan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi.

2.2.2. Tipe-tipe Akuntabilitas

Menurut Ulum (2015) tipe akuntabilitas dibeda mdngua bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Internal Akuntabilitas yang berlakuntuk setiap tingkatan organisasi
internal penyelenggaraan pemerintah Negara term@sgk pemerintah yang mana
masing-masing pejabat atau pengurus publik baikviohd ataupun kelompok secara
tingkatan wajib untuk mempertanggung jawabkan kepathsannya langsung tentang
perkembangan kinerja aktivitas secara periodikmtaisewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Eksternal Akuntabilitas yang menempepada setiap lembaga Negara
sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjamabkmua amanat yang sudah
diterima dan dilakukan maupun perkembangan untékndinikasikan kepada pihak
eksternal lingkungannya.

2.2.3. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut Yunita dan Chirtianingrum (2018) menyelautbbahwa prinsip yang terdapat dalam

akuntabilitas yaitu:

1. Transparansi, berkaitan mengenai kemampuan organis@ngngungkapkan fakta
mengenai kinerjanya.

2. Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi ngarmarkonsekuensi dari kinerjanya.
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3. Dapat dikendalikan, berkaitan dengan mengenai pesgi@n tugas yang telah diberikan.

4. Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jateebstandar kinerja yang ada.

5. Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan haraptnpgaangku kepentimngan yang
harus dipenuhi organisasi.

2.2.4. Indikator-indikator Akuntabilitas

Akuntabiltas kinerja Aparatur publik dalam praktg@ndidasarkan pada indikator-indikator

yang dalam penilaiannya dipakai sebuah alat ukbagamana dijelaskan Ritonga (2018)

Indikator-indikator akuntabilitas adalah:

1. Adanya proses pembuatan keputusan yang dibuaestecaulis, tersedia bagi warga yang
membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diaodiahsmemenuhi standar etika dan
nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsi-pginadministrasi yang benar.

2. Adanya Akurasi dan kelengkapan informasi yang Hawhgan dengan cara-cara

mencapai sasaran suatu program.

Adanya Kejelasan dari sasaran kebijakan yang tihbil dan dapat dikomunikasikan.

Adanya kelayakan dan konsistensi dari target omrasmaupun prioritas.

Adanya penyebarluasan informasi mengenai suatubsgm

2 e

Adanya akses publik pada informasi atas suatu kepaot dan mekanisme pengaduan
masyarakat.

2.3. Program Keluarga Harapan (PKH)

2.3.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Permensos No. 1 tahun 2018 tentang Profedoarga Harapan, Program Keluarga
Harapan dijelaskan didalamnya yaitu program perabebantuan sosial bersyarat kepada
keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan tgadgftar dalam data terpadu program
penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data ldéormasi Kesejahteraan Sosial dan
ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PkeHnéhsos No. 1 tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Hargpga menjelaskan bahwa PKH
adalah suatu program yang memberikan bantuan kepaida Rumah Tangga Sangat Miskin
(RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang tedemgan upaya peningkatan kualitas
sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan Haae. PKH merupakan suatu
program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKlkupa&an bagian dari program-
program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH daerdi bawah koordinasi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baikPdsat maupun di daerah. Oleh
sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali P&lEnd TKPK agar terjadi koordinasi
dan sinergi yang baik.
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2.3.2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum PKH (Permensos No.1 Tahun 2018 pasald2lah meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, sié@,perilaku RTSM/KSM untuk

lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan paaigang diharapakan dapat memutus

rantai kemiskinan. Tujuan tersebut sekaligus sehagmya mempercepat pencapaian target

Millenium Development Golds (MDG’s). Secara khudufuan PKH adalah (Permensos

No.1 Tahun 2018 pasal 2):

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerimanfslat melalui akses layanan
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan patada keluarga miskin dan
rentan.

3. Menciptakan perubahan serta perilaku dan kemamdikeluarga Penerima Manfaat
dalam mengakses layanan kesehatan.

4. Menguragi kemiskinan dan kesenjangan.

5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan fokep&da Keluarga Penerima
Manfaat.

2.3.3. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseaaaggnyiskin dan rentan serta terdaftar

dalam data terpadu program penanganan fakir migkiemiliki komponen kesehatan,

pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Pendbaméuan PKH disebut peserta PKH

adalah RTSM/KSM yang berdomisili di lokasi terpijfang memiliki satu atau beberapa

kriteria (Permensos No.1 Tahun 2018 pasal 5) :
1. Ibu hamil/menyusui

Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Anak SD/MI atau sederajat.

Anak SMP/MTS atau sederajat

Anak SMA/MA atau sederajat.

Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh) datwn yang belum

o A~ w N

menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
7. Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh) tahun.
8. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang tiaatiberat
2.3.4. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkarm@hsos No.1 Tahun 2018 pasal
6):
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1. Bantuan Sosial PKH

2. Pendampingan PKH

3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, tiunkesejahteraan sosial.

4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatandigikan, subsidi energy,
ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasayd.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

1. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanagh&tn sesuai dengan protokol
kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak befugi®l) sampai dengan 6 (enam)
tahun.

2. Mengikuti kegiata belajar mengajar dengan tingledtddiran paling sedikit 85% dari
hari belajar efektif bagi anak usia sekolah waghafar 12 tahun.

3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosgsuai dengan kebutuhan bagi
keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mularid60 tahun dan/atau
penyandang disabilitas berat (Permensos No.1 T2018 pasal 7).

Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhwdjiiban sebagaimana
pernyataan diatas, maka dapat diberikan sanksiphepenangguhan atau penghentian
Bantuan Sosial PKH (Permensos No.1 Tahun 2018 @saBantuan tunai hanya akan
diberikan kepada KSM yang telah terpilih dalam peEna@ anggota yang diatur dalam
program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikatuk®KH dikirim kepada setiap peserta
oleh pendamping sebelum membayar pertama dilakBkarhayaran bantuan dilakukan oleh
dirumah salah seorang warga pada tanggal yangtukiem oleh pendamping PKH untuk

masing-masing desa/kelurahan.

2.4. Flowchart

Menurut Yakub (2012), flowchart merupakan baganyaing menunjukkan arus dari laporan
dan formulir termasuk tembustembusannya. Bagamnaimenggunakan simbol-simbol yang
sama dengan bagan alir sistem.” Adapun simbol-dirghng digunakan dalam bagan alir
dokumen dapat dilihat pada tabel dibawabh ini:

Menurut Indrayati (2016), flowchart merupakan sasatu teknik pendokumentasian
yang paling banyak digunakan. Flowchart menggunakiarbolik yang menggambarkan
aliran data dan aliran pemrosesan digambarkan rmeaggn simbol yang dhubungkan
dengan garis panah. Simbol flowchart tersebut tgritb@am empat kategori, antara lain:

1. Simbol Input/output, menurut Indrayati (2016) meunlkkan input ke atau output

dari sebuah sistem. Simbol input/output adalahgadzerikut:
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Tabel 1 Simbol Input dan Output

Simbol Nama K eterangan

Dokumen | Sebuah dokumen atau laporan. Dokumen
atau laporan ini bisa merupakan hasil
tulisan tangan maupun hasil cetakan
computer

Rangkap Rangkap dokumen diindikasikan dengan
dari sebuah | pemberian nomor dokumen pada sudut
dokumen sebelah kanan simbol dokumen

Input/Output| Simbol ini menggambarkan setiap fungsi
; Jurnal dan input atau output dalam flowchart program.
Buku Besar | Simbol ini juga digunakan untuk
menggambarkan jurnal dan buku besar
dalam flowchart dokumen

Display Simbol ini menggambarkan informasi yang
ditampilkan oleh perangkat output online,
seperti sebuah terminal, monitor, atau layar.
Pengetikan | Memasukkan data menggunakan perangkat
online online, seperti terminal atau komputer
personal.

Iy

Sumber: Indrayati (2016)
2. Simbol Pemprosesan, menunjukkan pemrosesan daik, skaara elektronik
maupun manual.

Tabe 2 Simbol Pemprosesan

Simbol Nama Keterangan
Pengolahal Fungsi pemrosesan ya
komputer dilakukan oleh computer,
biasanya menyebabkan perubahan
data dan informasi

Operas Memproses secara man

w manual

Operasi Fungsi pemrosesan yang

auxiliary dijalankan oleh suatu perangkat
selain computer

Operas Suatu operasi dengi

pengetikan off{ menggunakan perangkat

line pengtikan off-line, seperti cash
register

Sumber: Indrayati (2016)
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3. Simbol simpanan, menunjukkan dimana data disimpan.
Tabel 3 Simbol Simpanan

Simbol Nama K eterangan

Disk magnetik Data disimpan secara
permanen dalam disk magnetik
digunakan sebagai master filg
dan database

Tape magnetik Data disimpan dalam tape
magnetik

Penyimpanan ¢ | Data disimpan dalam fil

line temporary dalam sebuah media
direct-access seperti sebuah
disk

Arsip Arsip  dokumen  disimpan

secara manual

dOd

Sumber: Indrayati (2016)

4. Simbol aliran data lain-lainya, mengidentifikasrah data, dimanfiowchartmulai
dan berakhir, dimana keputusan di ambil dan bagaamaenambahkan catatan atau
keterangan pad#gowchart.

Tabel 4 Simbol Aliran Data dan Lain-lainnya

Simbol Nama Keterangan

Arus dokumen ata Arah aliran dokumen ate

proses pemrosesan, biasanya arus ke
kanan atau ke bawah

Arus data ata| Arah arus atau informasi; seringk
________ » | informasi digunakan untuk menunjukkan
penggandaan data dari satu
dokumen ke dokumen yang lain

Link komunikasi Transmisi data dari satu lokasi
lokasi yang lain melalui suatu jalur
komunikasi

Penghubung pac| Menghubungkan aliran proses p:

halaman yang sama | satu halaman yang sama; sympol
ini  berguna untuk menghindari
adanya garis-garis alur yang saling
bersilangan
Penghubung padaArus masuk ke dalam sua%u

halaman yang berbedahalaman atau arus keluar dari suatu
halaman

0ol h

Volume 5 Nomor 1 — Juni 2023 | 154



Entries: Jurnal limiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon
ISSN (online): 2747-2779

termina Awal, akhir atau suatu ftiti
interupsi dalam suatu proses atau
program;juga digunakan untuyk
mengindikasikan pihak eksternal
Keputusar Suatu tahapan pengambil

E keputusan; digunakan dalgm

flowchart program computer untyk
menunjukkan adanya berbagai
alternative percabangan
Anotasi Tambahan keterangan atau catatan
penjelas

Indrayati (2016)
Berikut flowchart Penyaluran PKH menurut Kementri@endayagunaan

Aparatur Negara (2021).
Gambar 1 Flowchart Program Penyaluran PKH

Daftar Calon
Perencanaan Penetapan Calon Peserta |» -------------------------- Peserta
Fementrian Sosial \LUPPKH Pusat
Pertemuan /\
Awaldan |5 e Tﬁldak Pengakhiran
Validasi Kepersertaan PKH
Perdamping

P Komposisi
enetapan |- -----ooooooooooo Ket
KPM cluarga
Penyaluran

UPPKE Kabupaten K¢ta \1/ \l’
Pemutakhiran FDS/P2K2 Verivikasi || ____ ucfnilﬂ
Data l—vz:aaml I—v—}
W
- Data Perubahan
- Pelaporan Ya Komitmen

Sumber: Kementrian Pendayagunaan Aparatur NegataXp

Keterangan :

UPPKH = Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
FDS =Family Development Session

P2K2 = Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
KPM = Keluarga Penerima Manfaat

PKH = Program Keluarga Harapan
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3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokas Pendlitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Dinas Sod{ata Baubau yang berlokasi di JI.
Dayanu |khsanuddin No.211, Lipu, Kec. BetoambamtekK Bau-Bau, Sulawesi Tenggara
93724.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populas

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2017) adadédyah generalisasi yang terdiri atas
obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan kenialik tertentu yang dapat ditetapkan
dan dianalisis oleh peneliti untuk di pelajari d@mudian ditarik kesimpulannya. Populasi
pada penelitian ini adalah pendamping program kgéubarapan 1 dan masyarakat penerima
PKH Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum, Kota Bau;Balawesi Tenggara.

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017), sampel adalah bagianjdariah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi yang telah dijelaskan sebelumnyeelterts Metode pemilihan sampel yang
digunakan adalah sampel jenuh. Sampel dalam peneiiti adalah pendamping program
keluarga harapan 1 dan masyarakat penerima PKHateln Baadia Kecamatan Murhum,

Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tahun 2021.

3.3. Jenisdan sumber data

3.3.1. JenisData

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian iniaad@endekatan kualitatif, Menurut

Sugiyono (2010), jenis data data kualitatif merujplida data berupa kata-kata yang

berhubungan ini tidak dapat diukur besar-kecilnga diasanya diperoleh melalui kegiatan

seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisiglas lain sebagainyaUntuk itu data

kualitatif seringkali disebut juga dengan data tiarBata kualitatif memiliki kelebihan yaitu

mampu menggambarkan objek penelitian secara |etéil.d

3.3.2. Sumber Data

Sumber Data Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Data primer menurut Sugiyono (2017) yang dimaksath gorimer adalah sumber data
yang langsung memberikan data kepada pengumpul Data primer tersebut diperoleh
dengan malakukan wawancara langsung kepada sgpimak yang mempunyai kaitan

dengan penyaluran dana bantuan Program Keluargepéiar
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2. Data sekunder, menurut Sugiyono (2017) data sekuadalah sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul datatisepekti transaksi catatan atau

laporan PKH.

3.4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, menurut Sugiyono (2017) digunakan seb@ynik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendamluntuk menemukan permasalahan
yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga inggngetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam dan jumlah dari responden tersedulikis

2. Dokumentasi, Sugiyono (2017) dokumentasi merupaedatatan peristiva yang sudah
diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaguakarya-karya monumental dari
seseorang. Jadi pada teknik pengumpulan data dedg&omenter ini, peneliti
mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan datmuk kutipan-kutipan tentang
sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian.

3. Observasi, menurut Sugiyono (2017) sebagai tekailgpmpulan data yang mempunyai
ciri spesifik bila dibangingkan dengan teknik ydamnya. Observasi dilakukan dengan
melihat langsung di lapangan misalnya kondisi rukega dan lingkungan kerja yang
dapat digunakan untuk menentukan faktor layak yaldukung dengan adanya
wawancara dan kuesioner mengenai analisis jabatan.

3.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kudlitatlenurut Sugiyono (2017),

pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja ptgnelyang berpedoman penilaian subjektif

nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran miaig digunakan dalam penelitian ini
bukanlah angka-angka skor, melainkan kategorisakii ratau kualitasnya. Alasan

menggunakan metode tersebut karena metode kdabtiujuan untuk menggambarkan
keadaan atau kondisi sebenarnya yang ada di lapaegatama dalam kaitannya dengan
tema penelitian yang diambil. Menganalisis dateagaehelitian ini ada beberapa yaitu :

1. Analisis input sistem informasi akuntansi, yaitukdmen-dokumen yang diperlukan
dalam penyaluran dana dengan cara mengidentifika@ngkapan informasi data
masyarakat yang memperoleh dana bantuan pkh unamkemuhi syarat kelengkapan
program PKH, pengecekan rekening dengan data y@jgakan unuk dana bantuan
PKH, melakukan rekonsiliasi penyaluran dana PKHukimhemudahkan pengendalian
dan mengidentifikasi indikator laporan untuk menmpedah masukan dan pengendalian

program PKH.
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2. Analisis proses sistem informasi akuntansi, melipaliur dokumen penyaluran dana,
fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, sisiam proses penyaluran dana dan
realisasi laporan pertanggungjawaban dengan mélgsatisuaian praktek dengan kegiatan
yang dilakukaan.

3. Analisis output sistem informasi akuntansi, yadandkah akhir dalam siklus pengolahan
data setelah analisis input dan proses yang digumaebagai pertimbangan dalam
pengambilan keputusan dan akuntabilitas dengan m@redeteksi kelengkapan bukti-
bukti yang digunakan dalam pemilihan penerima dtamakelengkapan bukti-bukti untuk
melengkapi laporan keuangan, menilai ketepatan gleran dana dan ketepatan
perhitungan dana. Mampu menjelaskan secara alamtng program keluaraga harapan
dan sistem informasi akuntansi dalam upaya mendukertanggungjawaban dengan
melihat ketepatan sasaran penerima, ketepatan wddédam penyaluran dana dan
ketepatan jumlah dana program bantuan PKH yangalgie KPM, mampu mencapai
tujuan dari program PKH, dan mendeteksi laporantapggungjawaban dengan
kesesuaian indikator sehingga memudahankan parbgoantaporan secara jelas tentang

PKH dan secara nyata tentang keadaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penéelitian
4.1.1. Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)
Pada Dinas Sosial K ota Baubau
Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pemga dana Program Keluarga Harapan
(PKH) Pada Dinas Sosial Kota Baubau maka dilakukRahhal yang dirincikan sebagi
berikut:
1. Dokumen/Berkas yang di gunakan dalam penyaluraa B&i
Wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Hasatakus pendamping PKH
Keluarahan pada Dinas Sosial Kota Baubau yang ntekeyabahwa:

“dokumen yang digunakan dalam penyaluran PKH adakdrtu Keluarga Sejahtera (KKS),
KTP, dan Kartu Keluaraga ” (8 Agustus 2022).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa dokumen ganmakan dalam penyaluran
PKH Di Dinas Sosial Kota Baubau hanyalah Kartu lkeja Sejahtera, Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

2. Prosedur dalam penyaluran dana PKH
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Wawancara yang telah dilakukan bersama l|bu Hasatakus pendamping PKH
Kelurahan pada Dinas Sosial Kota Baubau yang makgatbahwa:
“Prosedur dalam bisnis proses PKH mulai dari valgila penyaluran bantuan, verifikasi
komitmen dimana ada 4 macam verifikasi komitmerntuy&omitmen terhadap fasilitas
pendidikan, komitmen terhadap fasilitas kesehatamitmen terhadap kesejahteraan sosial, dan
komitmen terhadap kehadiran di P2K2. Keempat koarmittersebut yang wajib dipenuhi oleh
KPM (keluarga penerima manfaat). Jika salah satumigiak komit dalam satu bulan maka
bantuan akan ditangguhkan, dan jika 3 kali bertebwiut maka akan dihilangkan” (8 Agustus
2022).
Dalam wawancara tersebut, Ibu Hasana dimana selbagajelaskan bahwa terdapat
beberapa tahapan dalam pelaksanaan penyalurarabasisial PKH yang dinamakan
dengan bisnis proses PKH.
a. Validasi
Pada tahap validasi ini, pendamping PKH sebeluntelgh melakukan tahap yang
dinamakan perencanaaan. Pada tahap perencanadifakumikan untuk menentukan
lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima ManfRaenetapan lokasi dan jumlah
calon penerima tersebut di dapatkan dari dataderpeogram
penangaan fakir miskin. Sumber data tersebut ditapdari DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial) dari masing-masing daerata ktau kabupaten. Setelah
mendapatklan data dari DTKS, lalu ada penetapamqadserta PKH yang telah oleh
kepala daerah yaitu memasukkan data out ke DTKi8leBe
DTKS itu masuk, data-data yang dimasukkan itu ddemada diposisi ranking berapa,
sesuai dengan informasi dari input data yang ddakwleh pemerintah daerah, atau
oleh verifikator daerah. Dari data yang sudah plutrtersebut, nanti
akan mengikuti sistem otomatis urut berdasarkantdesil pengisian lembar survey.
Urutan tersebut akan otomatis berdasarkan rankagkhin diolah komputer berada
didesil berapa. Terdapat 4 desil pada DTKD, deg#itu sangat miskin, desil 2 yaitu
miskin, desil 3 yaitu hampir miskin, dan desil 4tyaentan miskin. Masing- masing
desil tersebut ada intervensi bantuan yang beritekrda oleh keluarga miskin. KPM
berada di desil pertama yaitu sangat rendah ataliasaniskin, jadi jika keluarga
terdaftar terdaftar menjadi KPM PKH, secara atufianharus terima Kartu Indonesia
Sehat (KIS), dia harus terima (Kartu Indonesia &iifKIP) jika anaknya ada yang
sekolah, harus terima sembako, dan bantuan-bantaag lain. Jadi, penyaluran

bantuan sosial oleh pemerintah dilakukan berdasadeda sesuai dengan ranking.
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Maka, tergantuang keluarga tersebut berada di @esdpa, maka akan menerima
bantuan sosial sesuai desil tersebut. Setelah gyEretcalon peserta tersebut, maka
selanjutnya menjadwalkan pertemuan awal dan validdada pertemuan awal
tersebut, pendamping PKH memberikan sosialisasi patbhn peserta penerima PKH.
Sosialisasi tersebut berisi mengenai pemahamaanig®KH dan kesiapan sebagai
penerima manfaat PKH miskin. KPM berada di desilggea yaitu sangat rendah atau
sanhat miskin, jadi jika keluarga terdaftar terdiafhenjadi KPM PKH, secara aturan
dia harus terima KIS, dia harus terima KIP jika lkamea ada yang sekolah, harus
terima sembako, dan bantuan-bantuan yang lain, gadyaluran bantuan sosial oleh
pemerintah dilakukan berdasarkan data sesuai dersgang. Maka, tergantuang
keluarga tersebut berada di desil berapa, maka elearerima bantuan sosial sesuai
desil tersebut. Setelah penetapan calon pesertsebtdr maka selanjutnya
menjadwalkan pertemuan awal dan validasi. Padaempedan awal tersebut,
pendamping PKH memberikan sosialisasi pada calosert®e penerima PKH.
Sosialisasi tersebut berisi mengenai pemahamaang®KH dan kesiapan sebagai
penerima manfaat PKH. Pada kegiatan validasi, défeM yang datang berdasarkan
undangan. Sedangkan calon KPM yang tidak bisa Ipadia pertemuan awal, maka
pendamping sosial PKH mendatangi rumah calon KPMl.PFkegiatan validasi yaitu
mengisi formulir validasi yang diatur dalam petunjelaksanaan validasi dan/atau
yang tersedia di aplikasi e-PKH.

b. Penyaluran Bantuan
Pada tahap penyaluran bantuan, pihak pelaksanalpesny bantuan social PKH telah
menyalurkan bantuan yang sebelumnya sudah adaapeanebagi penerima PKH.
Penetapan tersebut bagi penerima harus sudah menkeiteria komponen PKH dan
sudah mengikuti pertemuan kelompok atau P2K2 (RPer® Peningkatan
Kemampuan Keluarga) setiap bulan. Penyaluran banteesebut juga diberikan
dengan berbagai ketentuan yang sudah ditetapkamda¢nyaluran bantuan sosial
PKH.

c. Verifikasi Komitmen
Pada tahap verifikasi komitmen ada empat macan ainitmen terhadap fasilitas
pendidikan, komitmen terhadap fasilitas kesehdtamitmen terhadap kesejahteraan
sosial, dan komitmen terhadap kehadiran di P2K2niEat komitmen tersebut yang
wajib dipenuhi oleh KPM (keluarga penerima manfadiia dalam satu bulan ada

salah satu dari keempat komitmen tersebut yang tifjalankan, maka akan hilang
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satu macam pencarian. Dan jika terjadi KPM melakuRakali tidak komit maka
bantuan akan ditangguhkan.

d. Pemutakhiran Data
Pemutakhiran data terjadi setelah adanya verifikasiitmen.
Pemutakhiran data ini meliputi semua perubahanbadvan yang ada di dalam
keluarga penerima manfaat. Maksud dari perubahaimi dyaitu perubahan yang
terjadi pada penerima, baik perubahan nominal ataupenghilangan penerima
manfaat PKH. Pemutakhiran harus terjadi misalkargydari ibu hamil menjadi
anak balita karena pada kewajiban dan fasilitag y@iberikan telah berbeda. Pada
dasarnya nominal bantuan yang diberikan sama,it&&pajibannya berbeda, dan
verifikasinya juga berbeda. Jadi, beda pelayanata gikomitmennya, komitmen
yang dijalankan sama yaitu sama-sama mendatangapds, tetapi layanan yang
diberikan beda kepada ibu hamil menjadi balitaetews sangatlah berbeda. Yang
kedua yaitu anak kelas 6 SD yang kemudian lulusrdak ke jenjang SMP. Selain
peningkatan jenjang tersebut, pada penyaluran &artu nominal bantuannya juga
berubah, sebelumnya KPM menerima Rp 900.000 daktathgn, ketika naik ke
jenjang SMP akan berubah menjadi Rp 1.500.000. &ebggitu, jika sudah berubah
menjadi SMP sementara pendampingnya tidak melakpkamutakhiran data, tidak
menyetorkan data kepada APD maka bantuannya judgk tberubah. Dengan
demikian, jika tidak ada pemutakhiran data dan ldianusuatu saat ada audit atau
pemeriksaan dengan keluarga yang kebetulan kedatapipak pemeriksaan dan
ditanya bantuannya apa, tetapi kategori apa, makarbenjadi masalah dan menjadi
kecurigaan pihak auditor. Maka sangat penting drab- perubahan tersebut harus
selalu di update, begitu juga dari jenjang SMPdmgng SMA, nominal bantuannya
berubah pun juga akan berubah.

e. Family Development Sessio(FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan
Keluarga (P2K2)
FDS merupakan semacam pemberian materi dan pengetabpada KPM tentang 5
modul yaitu:
1. Modul pendidikan
2. Modul pengasuhan anak atau bisa modul keluargaasaudisebut juga modul

perlindungan anak

3. Modul ekonomi yaitu mulai dari pengelolaan keuangaemulaian usaha,

meminjam, dan menabung,
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4. Modul kesehatan dan gizi yaitu semacam PHBS (Rerildidup Bersih dan
Sehat), semua tentang PHBS termasuk peningktan ggzigetahuan tentang
konsumsi makanan-makanan, dan pengetahuan mergsehiatan dan gizi yang
lainnya.

5. Modul kesejahteraan sosial. Modul kesejahteraanals@si yaitu pelayanan
terhadap lansia dan disabilitas.

Modul-modul tersebut diberikan agar keluarga penarimanfaat mempunyai

kemampuan dalam hal pendidikan, mengelola keuangemgkonsumsi makanan

yang sehat, dan perilaku yang bersih, bagaimanakoen perlindungan kepada
anak, perilaku kekerasan terhadap anak, dan pelayarhadap lansia dan disabilitas,
serta bagaimana pengelolaan keuangan supaya KPdbtgrsudah bangkit dari
kemiskinan atau sudah bisa mandiri maka sudah pbekal. Jadi, P2K2 atau FDS
adalah suatu system yang bertujuan untuk merubailakpe Keluarga Penerima

Manfaat Program Keluarga Harapan. Pada dasarngegluarga tidak mampu atau

yang sering disebut dengan keluarga miskin yangatlang tidak hanya perihal

materi, tetapi juga pada pola pikir dan mentalnyanjadi miskin, seperti halnya
orang tua yang memperlakukan anaknya dengan semema- dan lain sebagainya.

Berdasrakan prosedur penyaluran PKH tersebut diratka di gambarkan flowchart

penyaluran PKH pada Dinas Sosial Kota Baubau adabhgai berikut:

Gambar 2 Flowchart Program Penyaluran PKH

Kementrian Dinas Sosial Pendamping Afasvarakat Bank \Mitra

Mezgmpulkan Daza
Nssyaraka:

jaak

Sumber: Data Diolah Tahun 2022
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4.1.2. Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota
Baubau
Pelaksanaan Program keluarga Harapan Dinas Sostal Baubau telah memenuhi basis
operasional pada akuntabilitas administratif, kargrada kriteria peraturan/dasar hukum
Pelaksanaan Keluarga Harapan sudah terdapat @eragang mendukung dan mendasari
pelaksanaan Program Keluarga Harapan, serta meskgurbuku pedoman PKH untuk
acuan utama dalam pelaksanaan PKH. Kemudian paesikprosedur pelaksanaan PKH,
pelaksanaan Dinas Sosial Kota Baubau juga sudahemém akuntabilitas karena telah
dilaksanakan sesuai prosedur Program keluarga Biarap
Akuntabilitas dituju dalam setiap pelaksanaan palsiin ada pertanggungjawaban yang
dibuat. Pertanggungjawaban tersebut ditujukan lkepa#untabilitas internal dimana
akuntabilitas internal tersebut terdapat otoritaditig yang lebih tinggi atau pihak yang
berwenang dalam administrasi. Dengan begitu, pgetellhh melakukan wawancara dengan
Ibu Hasana selaku pendamping PKH Kelurahan padasD8osial Kota Baubau dengan
otoritas yang dituju, kepada siapa petugas melapopertanggungjawaban terebut. Adapun
jawaban dari ibu Hasana adalah :
1. Otoritas Politik
Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH sudéiragasyang menaungi selain pihak
Dinas Sosial dimana pelaksanaan yang dilakukarstaruli laporkan kepada yang lebih
berwenang yaitu otoritas politik berupa Walikotayg®rnur dan Kementrian.
2. Otoritas Lembaga Administratif
Akuntabilitas yang dituju selain otoritas politikaiyu otoritas lembaga administrasi,
dimana hal tersebut sangat penting untuk dilakulkada kegiatan pelaksanaan PKH
Dinas Sosial Kota Baubau, pendamping PKH telah poekan kegiatannya setiap satu
bulan. Selain itu, setiap tiga bulan sekali, penglagn PKH juga melakukan pelaporan
verifikasi komitmen. Pelaporan tersebut ditujukeep&da ketua pelaksana PKH yang
kemudian ditujukan kepada Dinas Sosial. Berdasangasedur Program Keluarga
Harapan, pelaksanaan Program keluarga Harapan rigisCbosial Kota Baubau sudah
memenuhi ukuran akuntabilitas.
Wawancara yang telah dilakukan bersama l|bu Hasatakus pendamping PKH
Kelurahan pada Dinas Sosial Kota Baubau yang maekagatbahwa:
“kami mempertanggungjawabkan pelaporan data PKH aklgp Otoritas Politik

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH sudali pdsa yang menaungi selain pihak
Dinas Sosial dimana pelaksanaan yang dilakukan $lafudi laporkan kepada yang lebih

Volume 5 Nomor 1 — Juni 2023 | 163



Entries: Jurnal llmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon
ISSN (online): 2747-2779

berwenang yaitu Otoritas Politik. Otoritas Lembadaministratif Akuntabilitas yang
dituju selain otoritas politik yaitu otoritas lemfa administrasi, dimana hal tersebut
sangat penting untuk dilakukan. Pada kegiatan mglakan PKH Dinas Sosial Kota
Baubau, pendamping PKH telah melaporkan kegiatarssteap satu bulan. Selain itu,
setiap tiga bulan sekali, pendamping PKH juga mekak pelaporan verifikasi komitmen.
Pelaporan tersebut ditujukan kepada ketua pelaksBidd yang kemudian ditujukan
kepada Dinas Sosial.” (8 Agustus 2022).

Berikut kesesuaian teori dengan yang dilakukan dihas Sosial Kota Baubau
mengenai akuntabilitas dalm peyaluran PKH.
Ibu Hasana selaku pendamping PKH Kelurahan padasDiposial Kota Baubau juga
menjelaskan lebih lanjut bahwa jika terjadi kesatahtindakan yang dilakukan oleh
pendamping PKH maka kosekuensi yang didapat adalabk pertama di berikan teguran
namun jika kesalahan dilakukan lebih dari 2 kalikenaakan dikenakan sangsi bisa
dikeluarkan sebagai pendamping PKH.

“iyah jika kami tidak jujur dalam memberikan datatau kesalahan lain yang lebih fatal

maka kami akan ditegur terlebih dahulu kemudiara jikhasih terulang kami akan

dikeluiarkan”.
Tabel 5Kesesuaian Teori Dengan Y ang Dilakukan Oleh Dinas Sosial K ota
Baubau Mengenai Akuntabilitas Dalm Peyaluran PKH

Aspek Mardiasmo (2016) Dinas Sosial Kota | Keterangan
Akunatbilitas Baubau
Akuntabilitas Akuntabilitas hukum terka | Dalam Penyalura Sesua
adalah sebuah | dengan PKH Didasari Pada
hubungan kepatuhan terhadap hukumPeraturan Hukum
dan peraturan yang yang berlaku
diterapkan
Akuntabilitas Hasil yang diharapkan dar| Dalam penyaluran Sesuai
berorientasi pada| akuntabilitas adalah PKH Dinas Sosial
hasil perilaku Kota Baubau selalu

aparat pemerintah yang | mempertanggung
bertanggung jawab, adil | jawabkan hasil

dan kerjanya dengan
inovatif. Dalam konteks ini{ melaporkan pada
setiap individu/kelompok/ | otoritas politik dan
institusi dituntut untuk lembaga administrasi
bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas dan
kewajibannya, serta selalu
bertindak dan berupaya
untuk memberikan
kontribusi

untuk mencapai hasil yang
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maksima
Akuntabilitas Laporan kineia adalat Kementrian sosie Sesue
membutuhkan perwujudan dari dalam penyaluran
adanya laporan | akuntabilitas. PKH membuat
Dengan memberikan laporan kinerja yang
laporan kinerja berarti dapat lihat dengan
mampu mengakses halamn
menjelaskan terhadap website kemetrian
tindakan dan hasil yang | sosial yaitu
telah dicapai https://kemensos.go.id
oleh

individu/kelompok/institusi
serta mampu memberikan
bukti nyata dari hasil dan
proses yang telah
dilakukan.

Dalam dunia birokrasi,
bentuk akuntabilitas setiap
individu berwujud suatu
laporan yang didasarkan
pada kontrak

kerja, sedangkan untuk
institusi adalah LAKIP
(Laporan

Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah).

Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kesalahan tindakan | Sesuai
memerlukan kewajiban. Kewajiban yang dilakukan oleh
konsekuens menunjukkan pendamping PKH
tanggung jawab, dan maka kosekuensi
tanggung jawab yang didapat adalah
menghasilkan untuk pertama di
konsekuensi. Konsekuensi berikan teguran
tersebut dapat berupa namun jika kesalahan

penghargaan atau sanks | atau kecurangan
dilakukan lebih dari 2
kali maka akan
dikenakan sangsi bis
dikeluarkan sebagai
pendamping PKH

}s%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat batasiake empat aspek akuntabilitas
antara teori yang jelaskan oleh Mardiasmo (2016pde yang dilakukan oleh Dinas Sosial
Kota Baubau seluruhnya telah sesuai. sehinggat dégienpulkan bahwa dala penyaluran
PKH yang dilakukan pada Dinas Sosial Kota Baubkatakuntabel.

Pada halaman website kemetrian sosial yaitu hitpsiensos.go.id telah dapat dilihat

semua mengenai laporan keuangan, laporan kinagardn pertanggungjawaban, penjelasan
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mengenai pelayanan oleh kemetrian sosial baik PlI§H, disabilitas, data kemiskinan dan
lainnya. sehingga mengenai informasi banyaknya dsray diterima oleh KPM dalam
penyaluran PKH dapat dilihat pada website kemes@sial yaitu https://kemensos.go.id.
Dengan dipubliknya segala kegiatan sosial yang ¢&lemetrial sosial, maka dapat
disimpulkan pula bahwa penyaluiran PKH pelayanasiatdainya telah akuntabel karena

adanya ketransparanan oleh Kemetrian Sosial khasdewy Dinas Sosial pada umumnya.

5. KESSMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyalurampasgram keluarga harapan oleh Dinas
Sosial Kota Baubau di Keluarahan Baadia, telamt@hel, hal ini dapat dilihat dalam proses
yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Baubau balpada penyaluran PKH Kelurahan
Baadia telah sesuai dengan peraturan perundangwemadgang berlaku sebagai dasar acuan
penyaluran PKH, serta terdapat panduan untuk padd®H yang diikuti oleh Dinas Sosial
Kota Baubau pada Keluarahan Baadia. selain itu ategpubliknya segala kegiatan sosial
yang oleh Kemetrial sosial, maka dapat disimpulgala bahwa penyaluiran PKH pelayanan
sosial lainya telah akuntabel.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti nmmanian agar Dinas Sosial Kota Baubau
agar terus mempertahankan dan meningkatkan aklit@sbdalam melakukan program

penyaluran PKH.
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